BAB V
KESIMPULAN

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan
organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-bangsa
dengan beranggotakan 57 negara tersebar lebih dari empat
benua. Ini adalah suara kolektif dunia Muslim. Organisasi yang
bersifat antarpemerintah ini berupaya untuk menjaga dan
melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat
mempromosikan perdamaian internasional dan harmoni antar
berbagai orang di dunia. Organisasi ini didirikan berdasarkan
keputusan KTT yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko
pada 12 Rajab 1389 Hijryah (25 September 1969) setelah
pembakaran Mesjid Al-Agsa, Yerusalem. OKI sendiri memiliki
prinsip organisasi yang pada dasarnya untuk memperkuat
solidaritas dan kerjasama antar negara terutama negara Muslim.

OKI memiliki misi yaitu melindungi hak-hak Muslim
minoritas di negara-negara non-anggota. Sebagai salah satu
Organisasi Internasional yang fokus pada isu hak asasi
kelompok Muslim minoritas, OKI terlibat pada konflik yang
terjadi antara Pemerintah Thailand dengan Muslim Pattani.
Pada tahun 2005 OKI berkunjung ke Thailand Selatan untuk
meninjau secara langsung kondisi yang dialami oleh
masyarakat Muslim di Thailand Selatan. Sesuai dengan
kerangka kerja yang dimiliki OKI untuk melakukan resolusi
konflik, tim delegasi menyimpulkan bahwa kerusuhan di
Thailand bukanlah berakar dari diskriminasi agama. Akan
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tetapi, kerusuhan berakar pada pengabaian budaya
wilayah di Selatan.

Selain itu, OKI juga membantu pembangunan
masyarakat sipil di Thailand Selatan dilakukan dengan
memperbaiki struktur internal Thailand yang kiranya dapat
memperbaiki stratifikasi etnis di tengah masyarakat. Namun,
sebagai pihak ketiga dan organisasi internasional yang
menghormati kedaulatan sebuah negara, OKI melakukannnya
sesuai dengan kapasitasnya yaitu lewat saran-saran konstruktif
OKI kepada Pemerintah Thailand. Hal ini tidak lepas dari
penyebab konflik yang dipahami oleh OKI berdasarkan tim
pencari fakta OKI di Thailand Selatan.

Ada dua tuntutan dan saran OKI kepada Pemerintah
Thailand, yaitu: pemberian otonomi khusus kepada Thaialnd
Selatan yang diduduki oleh Muslim Melayu dan pemberian
perlindungan dan pengawasan hak asasi manusia di Thailand
Selatan. Dengan begitu secara struktural masyarakat etnis
Melayu dapat hidup berdampingan dengan mayoritas
masyarakat Buddha tanpa harus mencederai kedaulatan dan
integritas Thailand sebagai sebuah negara. Pemberian sebatas
otonomi ini tampak pada sikap OKI yang sampai saat ini tidak
pernah mendukung kelompok pembebasan untuk membentuk
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negara sendiri, meskipun pernah disuarakan oleh PULO
dihadapkan OKI pada pertemuan tahun 20009.

Setelah  melakukan  pengumpulan fakta dan
mendengarkan argumen dari Pemerintah Thailand dan
perwakilan kelompok Muslim minoritas, pada 23 Mei 2009 di
Damaskus, OKI mengeluarkan rekomendasi yang intinya
mengundang negara-negara anggota yang memiliki hubungan
kuat dengan Thailand untuk membantu negara tersebut
mengimplementasikan secara penuh kesepakatan yang telah
terbentuk yang akan ~memberikan kontribusi dalam
mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan. Dalam hal ini
adalah Malaysia yang kedepannya akan menjadi mediator dan
fasilitator dalam negosiasi antara Pemerintah Thailand dan
perwakilan kelompok Muslim minoritas.

OKI terus memonitor konflik yang terjadi dan
berusaha menahan tindakan kekerasan yang terjadi antara
Muslim Thailand Selatan dengan Pemerintah Thailand. OKI
mengeluarkan resolusi yang merupakan hasil pemantauan
mereka terhadap perkembangan konflik di Thailand Selatan.
Resolusi tersebut dikeluarkan pada tahun 2010, 2013, dan
2015. OKI berupaya menjaga agar kerusuhan tidak terjadi
kembali dan mengancam akan melakukan hukuman terhadap
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pihak yang melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, setiap
pernyataan nya, OKI selalu menekankan bahwa Pemerintah
Thailand harus memberikan kebebasan kepada masyarakat
Muslim Thailand Selatan untuk menggunakan budaya dan
bahasa mereka sendiri. Kemudian, OKI juga mendukung setiap
tindakan yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam
mengupayakan perdamaian.

Peran OKI sebagai organisasi internasional selalu
mengupayakan  pertemuan agar OKI  mengetahui
perkembangan konflik. Hal ini dilakukan OKI agar arus konflik
mereda dan mengurung konflik agar tidak meluas. Monitoring
juga terus dilakukan OKI, bahkan pada saat Malaysia berperan
sebagai fasilitator pertemuan Pemerintah Thailand dan BRN.
OKI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemerintah
Thailand dan BRN ini agar terus berlangsung dalam dialog
damai. Insiden-insiden kecil masih terjadi di Thailand Selatan.
Namun, fase konflik sejak tahun 2004 menunjukan penurunan
hingga sekarang.



